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KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: 188/ 2%% 2 /431.200.1.3/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar
Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Standar
Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Djawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ) Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan
Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1972 Nomor 38).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2017 Nomor 73).

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Nomor 1605);Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik:

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor § Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;

14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo;

MEMUTUSKAN :

: Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo
meliputi ruang lingkup pelayanan jasa meliputi layanan informasi
public, layanan pengaduan, dan layanan konsultasi online.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan
dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,
aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan
dilakukan perubahan seperlunya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
pada tanggal : 20 Mei 2024




LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR
STANDAR PELAYANAN PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO

A. Pendahuluan

Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, mempunyai tugas membantu
Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

penyusunan laporan hasil pengawasan,

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo selaku APIP di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Situbondo juga menjalankan fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah pasal 16 dilaksanakan dengan prinsip Profesional, Independen, Obyektif,
tidak tumpang tindih antar APIP dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini meliputi:

a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan
program dan kegiatan;

b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;

c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari perangkat
daerah;

d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan,
korupsi, kolusi, dan nepotisme;

e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selain tugas dan fungsi diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo juga merupakan
badan layanan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun
tidak langsung. Adapun jenis pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat meliputi
layanan informasi publik maupun layanan pengaduan. Secara prinsip dalam melakukan
pelayanan publik ke masyarakat bersifat:

a. sederhana artinya mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, baik oleh petugas pemberi
layanan maupun oleh masyarakat;

b. kongkrit artinya bersifat nyata dan jelas untuk dilaksanakan;

c. terbuka artinya terbuka mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat untuk
penyempurnaan;

d. terjangkau artinya dapat dilaksanakan secara benar baik oleh petugas pemberi layanan
maupun oleh masyarakat pengguna layanan;

e. dapat dipertanggungjawabkan artinya hal-hal yang diatur dapat dipertanggungjawabkan
secara nyata kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

f. mempunyai batas waktu penyelesaian artinya memberikan ketepatan waktu

bagi masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam standar pelayanan;

berkesinambungan artinya dapat terus menerus disempurnakan sesuai dengan

perkembangan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan.
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Dalam rangka mendukung tugas fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai
sebuah badan publik sebagaimana tersebut diatas maka Pejabat Pengelola Informasi dan
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